BAB IlI1

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik
simpulan bahwa:

1. Penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS di
Kabupaten Sarmi dalam Pilkada di tahun 2017 dapat dikatakan belum
optimal karena pada Pilkada tersebut, terbukti bahwa terdapat beberapa
PNS yang melakukan pelanggaran netralitas tetapi tidak ditindaklanjuti
baik dari Bawaslu selaku pengawas pemilihan umum maupun dari pihak
pemerintah daerah, hal tersebut mengakibatkan tidak ada efek jera baik
bagi PNS yang melakukan pelanggaran maupun terhadap PNS yang lain
pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Sarmi, sehingga peraturan
mengenai netralitas PNS tidak diindahkan.

2. Penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam
Pilkada di kabupaten Sarmi tahun 2017 tidak berjalan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terdapat beberapa
hambatan baik dari pihak Bawaslu, Inspektorat maupun BKPSDM.
Hambatan tersebut antara lain adalah:

a. Ketidakpahaman regulasi mengenai netralitas PNS

b. Kewenangan pengawas pemilu yang masih terbatas
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c. Kurangnya koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM,
dan KPU);

d. Mempertimbangkan keaktifan dan kinerja PNS yang melakukan
pelanggaran netralitas PNS; dan

e. Sulit dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai
rekomendasi bagi pengawas pemilu kabupaten maupun pemerintah daerah
kabupaten Sarmi untuk mencegah dan/atau menangani pelanggaran netralitas

PNS dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut:

1. Pemberian sosialisasi mengenai netralitas PNS kepada PNS dan
masyarakat, sosialisasi ini harus gencar dilakukan baik oleh pengawas
pemilu maupun pemerintah daerah Kabupaten Sarmi sebagai langkah awal
pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada
selanjutnya;

2. Perlu adanya Koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, dan
KPU) yang lebih intens dalam menangani pelanggaran netralitas PNS;

3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat kabupaten
mengenai penanganan pelanggaran netralitas PNS yang memuat:

a. Prosedur laporan bagi masyarakat maupun PNS yang menemukan
adanya indikasi PNS terlibat politik praktis;
b. Proses tindak lanjut pelanggaran netralitas PNS dari pihak pemerintah

daerah; hingga
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c. Pemberian sanksi bagi pelanggar netralitas PNS
SOP ini mengacu pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Diharapkan dengan adanya SOP ini, penerapan hukuman disiplin terhadap

pelanggaran netralitas PNS di Kabupaten Sarmi dapat terlaksana dengan

tegas dan terorganisir.

. Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang

mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

a. melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin yang ancaman hukumannya adalah hukuman sedang hingga
berat berdasarkan laporan dari masyarakat atau PNS lainnya;

b. menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang terjadi; hingga

c. memberikan rekomendasi kepada PPK Kabupaten mengenai hukuman
disiplin yang akan diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran
disiplin.

Tim PPHD akan mengacuh pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

PNS. Selain itu agar penerapan hukuman disiplin dilaksanakan secara

optimal, PPK Kabupaten juga harus tegas dalam memberikan sanksi

disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
ada efek jera baik bagi PNS yang melakukan pelanggaran maupun terhadap
setiap PNS yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarmi agar

tidak melakukan pelanggaran disiplin PNS di kemudian hari.
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